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WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN

KEPUTUSAN WAL工NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN

NOMOR : 15 Tahun 2020

TENTANG

PENETAPAN TM PELAKSANA
VERIFIKASI DATA TERPADU KESEJAHTERAHAN SOSIAL

NAGARI SUNGAI GAMBR SAKO TAPAN TAHUN 2020

WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN

: a.　bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 28 tahun 2017

tentang pedoman Umum Verl脆kasi dan Validasi Data Terpadu

Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu’Perlu dibentuk

Tim Verifikasi Data KesQjahterahan Sosial (DTKS);

b.　bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan

pemutakhiran DTKS perlu ditu垂uk Tim Verifikasi yang

terdiri dari Pemehksa, Operator SIKS-NG Q卵れe dan

Veri蝕姐tor sebaga血ana tersebut pada point a, ditetapkan

dengan dengan Keputusan Wali Nagari;

‥ 1. undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi

sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 956

Nomor 25) Jis UndangUndang Nomor 21 DrL Tahun 1957

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Rep豆blik

Indonesia Tahun 1958 Nomor lO8’Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1 643);

2. undang"Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor l l Tah皿2009 teutang Kesgivhteraan Sosial

(Lembaran Negara Rep皿k Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang葛Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanga脚Fakir

Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor

83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523 5);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
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¥葛/

Menetapkan

KESATU

KEDUA

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-

Undang Nomor 23　Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6・ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor

4593);

7. peraturan pemerintah Nomor　39　Tahun　2012　tenfang

Penyelenggaraan KesQjahteraan Sosial(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5294);

8. peraturan Menteri Sosial Nomor O8 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah KesQjahteraan

Sosia量dan Potensi Sumber KesQjahteraan Sosial (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

9. peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tah皿2017 tentang Pedoman

Umum Ver描kasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan

Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

10. peraturan Menteri Sosial Nomor = Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Data Terpadu Kesej ahterallan Sosial;

11. peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan

Dana Desa Tahun 2020;

12. peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016

tentang pembentukan dan Susunan Peran*at Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan;
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MEMUTUSKAN :

penetapan Tim Pelaksana Verifikasi Data Terpadu Kes加hterahan Sosial
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Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas
dan tanggungjawab, antara la王n:

1. Nagari menyiapkan Data Pre]ist dengan mengg脚akan SIKS-NG

2・ Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Verifikasi DTKS dengan Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Pesisir Selatan;

3. Koordinasi dengan instansi terkait;

4. Melaporkan hasil Verifikasi ke Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak;

5‘ #盤許諾謹aS患溜臨書g dlS。rahk。n 。1。h

b.灘謙誅豊欝謡討NG (mlne・“

6. Operator SIKS-NG Cm,ne memPunyai tugas dan tangg皿gjawab:

C. Mengentrikan data sesuai. prelist yang telah diisi dan di tanda

g欝諾欝等豊許諾1鞄as s。S賞a看ク
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

f置綴喜at atas kesesuaian data yang diinput dengan

g. Mendokumentasikan fom prelist yang ada dengan sebaik-baiknya

7.晋瑞議登P親指菩謹軸詫言asl daf。 s。Sual

Prelist
i. Bertanggung jawal) ataS kesesuaian data di prelist akhir dengan

data di lapangan.

Segala biaya akibat dikel脚rkamrya keputusan ini’dibebankan pada

Anggaran Dana Nagari Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditelapkan.

Ditetapkan di : Sako Tapan

Pada tangga上　01 Juli 2020
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Nomor

Tanggal

Tentang

Nagari

: Kep血San Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan

: 15 Tah皿2020

: 01 Juli2020

: Penetapan Tim Pelaksana Verifikasi Data Terpadu KesQjahterahan Sosial

Sungai Gambir Sako Tapan Tahun 2020

Susunan Tim Pelaksana Verifikasi Data Terpadu Kes匂ahterahan Sosial (DTKS)

Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Tahun 2020

No. �NaⅡ賞a �Jabatan �KedudukanDalamTim 

1 �2 �3 �4 

l. �H.DJALIMANN �WaliNagari �Penanggungjawab 

2. �MASPERI �KetuaBamus �Pemeriksa 

3. �DERIHERMANTO �KaurKeuanganNagari �OperatorSIKS-NGQ卵ine 

4. �NURAINI �KepalaKampungJangki �Ver描katorKampungJangki 

Ayam �Ayam 

5. �SYAFRITAYENI �KepalaKampungMuaro �VerifikatorKampungMuaro 
Sako �Sako 


